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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya 

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” [ QS. In-Syirah: 5-8 ]. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan anak adalah seluruh usaha yang dicoba untuk menghasilkan 

keadaan agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan serta perkembangan anak secara wajar baik raga, mental serta 

perkembangan sosial, yang sangat berarti dalam melindungi serta memberikan 

proteksi terhadap anak adalah orang tua, keluarga serta lingkungan dekat tempat 

tinggal anak. Hak anak merupakan bagian hak asasi manusia, yang dengan jelas 

disebutkandalamperundang-undangan Indonesia serta lebih tegas diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Memberikan perhatian khusus terhadap 

masa depan anak sama artinya dengan menjaga serta menyelamatkan masa depan 

bangsa dan Negara.1 Anak yang menjadi korban kekerasan mengidap kerugian, 

tidak saja bertabiat material, namun juga bertabiat immaterial seperti goncangan 

emosional dan psikologis yang dapat pengaruhi kehidupan masa depan anak.2 

Pada kenyataannya, pada masa sekarang ini banyak terjadi kekerasan 

terhadap anak yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan 

terhadap anak atau disebut rawan karena kedudukan anak yang kurang 

 

1 Ni Made Rika Trismayantia, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan, “Persetujuan Tindakan 

Kedokteran oleh Orang Tua terhadap Anaknya sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak,” Jurnal Simbur 

Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 25, No. 2 (Desember 2022): hlm. 188, diakses dari  

https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2347 pada 29 Maret 2025 pukul 11.00 WIB. 
2 Hadi Setia Tunggal (Ed), Konvensi Hak-hak Anak: (Convention on The Right of The Child), 

Harvindo, Banjarmasin, 2000, hlm. 3-4 

https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2347
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menguntungkan. Orangtua adalah orang pertama dan terakhir yang bertanggung 

jawab mendidik anak dengan pengetahuan, keimanan serta akhlak, membentuknya 

dengan kematangan rasional keseimbangan kejiwaan, serta mengarahkannya 

kepada bekal ilmu yang bermanfaat dan bermacam-macam bebudayaan3 

Perbuatan kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang 

dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi 

pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.4 Kekerasan (abuse) adalah 

setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Secara 

yuridis dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa orang pingsan atau 

membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.5 

Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan 

tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul 

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 

sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini 

adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.6  

Hak- hak yang wajib diperjuangkan secara sungguh- sungguh. Penerapan 

 

3 Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, 

Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hlm. 114. 
4 Johan Runtu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam 

Peradilan Pidana”, Lex Crimen Vol. I No. 2 (2012) : hlm. 11, diakses dari 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/413 pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 

06.30 WIB. 
5 Laden Marpaung, Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 

2018, hlm. 52. 
6 R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 98. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/413
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proteksi hak anak menjadikan ketentuan- ketentuan yang menjamin perlidungan 

hukum untuk anak. Upaya- upaya proteksi anak wajib sudah diawali secepat bisa 

jadi supaya nanti bisa berpartisipasi secara maksimal untuk pembangunan bangsa 

serta negeri dalam Pasal 2 ayat (3) serta (4) Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak merupakan 

hak asasi anak yang wajib diusahakan bersama, pengadaan kesejahteraan anak 

tergantung pada partisipasi yang baik antara subjek serta objek dalam usaha 

pengaduan anak tersebut. Ada beberapa macam perlindungan anak sebagai 

berikut:7  

1. Perlindungan anak semasa kandungan, 

2. Perlindungan anak balita, 

3. Perlindungan anak diatas 5 tahun hingga dengan 21 tahun, 

4. Perlindungan diatas umur 21 tahun. 

Pada dasarnya ciri dari sebuah negara Indonesia sebagai Negara hukum 

adalah menjunjung tinggi serta mengakui Hak Asasi Manusia baik orang dewasa 

ataupun anak. Anak merupakan amanah dari Tuhan karena di dalam dirinya 

sudah melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia 

seutuhnya. Sehingga orang dewasa pun harus menjaga anak dan melindunginya 

 

7 Tri Astuti et al.,  “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, Lex 

Crimen, Vol. 3, No. 1 (2021) : hlm. 107, diakses dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS 

/article/view/868/480  pada tanggal 04 April 2023 pukul 10.00 WIB. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS%20/article/view/868/480
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS%20/article/view/868/480
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dari berbagai macam keadaan serta hak-haknya harus dilindungi oleh negara.8 Hal 

tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 

B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada 2012 penduduk Indonesia 

diperkirakan mencapai 245,4 juta jiwa, dan sekitar 33,4 persen diantaranya adalah 

anak-anak usia 0-17 tahun. Tetapi dari data tersebut tidak dapat menggambarkan 

penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja 

anak. Angka tersebut tidak mengungkapkan bagaimana masa depan seseorang 

anak yang tidak berpendidikan, masa depan seseorang anak yang tidak 

berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.9 Berdasarkan 

laporan kasus yang kekerasan anak yang terjadi di Indonesia terus meningkat 

selama lima tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:10 

 

 

 

  

 

8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di 

Indonesia, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 39. 
9 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia, diakses 

dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/668e0-profile-anak-indonesia.pdf pada tanggal 

28 Maret 2023 pukul 19.30 WIB. 
10“Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak,” Republika.id, diakses dari https: 

//www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak pada tanggal 28 

Maret 2023 pukul 20.00 WIB. 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/668e0-profile-anak-indonesia.pdf
https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak
https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak
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Tabel 1.1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak 

No. Tahun Jumlah Kasus 

1. 2018 1980 

2. 2019 4369 

3. 2020 6519 

4. 2021 7682 

5. 2022 9439 

Sumber: Kemen KPPA 

Diketahui bahwa beberapa orangtua masih melakukan kekerasan 

melakukan tindakan fisik, memukul, melakukan tindakan yang tidak semestinya 

terhadap anak, melontarkan kata-kata kasar terhadap anaknya, hal itu dikarenakan 

hubungan antara kedua orangtua kurang harmonis, kurangnya komunikasi yang 

baik, kekerasan tersebut berdampak kepada anak-anak dalam keluarga tersebut 

mengalami gangguan dalam perkembangan kepribadiannya akibat dari kekerasan 

orangtua tersebut contohnya, tingkat kecerdasan seorang anak sulit berkembang, 

tingkah laku anak sulit untuk dikendalikan, sering murung atau menyendiri, 

merasa tidak aman dan tidak mempercayai lingkungannya, kurang adanya 

interaksi sosial dan lain-lain. Pada kasus tersebut, orang tua dari korban kekerasan 

menjadi pelaku utama terjadinya kekerasan dan harus dikenai hukuman pidana 

kekerasan terhadap anak. 

Dalam hal ini, peneliti mengkaji dua kasus kekerasan terhadap anak yaitu 

yang pertama kekerasan terhadap anak berumur 11 tahun bernama Iza Salwa yang 

dilakukan oleh ayah kandung anak tersebut bernama Faisal Umar di Kabupaten 

Aceh Barat pada Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd yang terdiri dari 
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putusan tingkat banding pada Putusan Hakim Nomor 108/PID/2021/PT BNA dan 

tingkat kasasi Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021. Kekerasan terjadi pada fisik 

korban, dimana pelaku menendang dada dan memukul kepala korban. Terdakwa 

yang merupakan ayah kandung korban terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 

76 huruf C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 80 Ayat (1) 

juncto Ayat (4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.11  

Terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa terdakwa juga 

melakukan kekerasan terhadap anaknya yang lain yaitu Muhamad Risky berumur 

tiga tahun. Kemudian, mengajukan kasasi dengan alasan bahwa kasasi Penuntut 

Umum tidak dapat dibenarkan, putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa 

terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang 

dilakukan orangtuanya”. Bahwa judex facti sudah mempertimbangkan tentang 

fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa 

Terdakwa selaku orang tua kandung dari Anak Korban telah memukul bagian 

kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga menimbulkan benjolan di kepala Anak 

Korban dan menendang dada Anak Korban. 

Permohonan terdakwa atau pelaku kekerasan terhadap anak yang 

merupakan ayah korban pada tingkat banding dikenai hukuman penjara dua tahun, 

 

11 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No. 

3/Pid.sus/2021/PN.Bpd, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae 

b74c5e49be13092a9313132343435.html  pada tanggal 12 Maret pukul 19.35 WIB. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae%20b74c5e49be13092a9313132343435.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae%20b74c5e49be13092a9313132343435.html
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lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 

hukuman penjara selama empat tahun dengan berbagai pertimbangan hakim yaitu 

pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang 

menyatakan perbuatan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua adalah sudah tepat 

dan benar karena dalam dakwaan kedua lebih khusus disebutkan yaitu Melakukan 

kekerasan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut dilakukan orang tuanya, 

dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-

fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.12 Kemudian, pada permohonan terdakwa pada tingkat kasasi ditolak 

oleh pengadilan tinggi.13 

Kasus kedua yaitu tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung 

dengan terdakwa bernama Maria Hebong alias Hebong di Kecamatan Alok Timur, 

Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00. Terdakwa 

dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan 

terhadap bayi yang baru dilahirkan olehnya dan dikuburkan oleh terdakwa sendiri 

pada Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme. Terdakwa terjerat pasal 80 

ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

 

12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PT Banda Aceh No. 08/PID/2021/PT BNA, 

diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba2639839b8f0bd3c3132 

33373030.html pada 12 Maret 2023 pukul 20.30 WIB. 
13 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 3021/Pid.sus/2021, 

diakses dari  https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfb9a4deb5deea6223230 

30373439.html pada 12 Maret 2023 pukul 21.00 WIB. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba2639839b8f%200bd3c313233373030.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba2639839b8f%200bd3c313233373030.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfb9a4deb5deea6223230%2030373439.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfb9a4deb5deea6223230%2030373439.html
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UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang- Undang 48 

tahun 2009, Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjatuhkan 

pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama lima tahun dan enam bulan 

penjara dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair tiga 

bulan kurungan.14  

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Putusan terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 

3/Pid.Sus/2021/PNBpd dan Putusan Hakim Nomor. 16/Pid.sus/2020/PN.Mme)’’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat 

beberapa  permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor. 

3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor. 

16/Pid.sus/2020/PN. Mme telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan 

pemidanaan? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam 

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak 

 

14 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Maumere No.16/Pid.sus/2020/PN.Mme, 

diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cd8bbd380b7737b694eea70b 

dcb2d6.html pada 12 Maret 2023 pukul 21.15 WIB. 
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(Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan 

Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang penelitian di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin diketahui dan menjadi fokus dari penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terhadap penjatuhan pidana 

oleh hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor. 3/Pid.Sus/PN.Bpd 

dan Putusan Pengadilan Nomor. 16/Pid.sus/2020/PN.Mme telah 

sesuai apabila ditinjau dari tujuan pembidanaaan. 

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan 

dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua 

terhadap anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 

3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor 

16/Pid.Sus/2020/PNMme). 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, penelitian pada skripsi ini memberikan 

beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

penyumbang dalam perkembangan disiplin ilmu hukum, serta 
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menambah pemahaman mengenai hukum pidana kekerasan 

terhadap anak, terkhusus dalam hukuman pidana serta 

pertimbangan hakim dalam penentuan keputusan terhadap kasus 

kekerasan pada anak. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber 

acuan dan bahan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sesuai 

dan berkaitan dengan tema dan judul penelitian. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pemikiran kepada semua pihak, khususnya orang tua serta lembaga 

hukum dalam mengadili kasus pidana kekerasan terhadap anak. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi, 

membuka wawasan masyarakat umum dan sumber pengetahuan 

terkait kasus kekerasan pada anak. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi 

Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim 

Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PNMme)” adalah terbatas mengenai 

pembahasan kasus kekerasan terhadap anak hanya pada satu kasus saja 

yaitu Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan 

Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme. Selain itu, juga akan 

dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan bagi 
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pelaku pidana yaitu orang tua pada kasus kekerasan terhadap anak. 

F. Kerangka Teori 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum 

pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai 

dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. 

Setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan 

pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan dan teori 

gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya teori tersebut, ia 

juga menyebutkan mengenai teori perjanjian. Menurutnya, teori hukum 

kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu- satunya yang benar. Secara 

kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan 

menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati 

demikian individu dianggap menundukkan diri. Dalam hukum pidana 

dikenal pembedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum 

pidana dalam arti subjektif.15  

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (Ius Ponale). Yaitu sejumlah 

peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana 

 

15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 

2003, hlm. 33. 
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terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 

2. Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam 

pidana; Siapa yang dapat dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan. 

3. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang 

mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk 

melaksanakan pemidanaan. 

4. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (Ius Poenendi) 

Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang 

yang melakukan yang dilanggar; Hak untuk mengancam (dalam Undang-

undang); Hak untuk menjatuhkan pidana; Hak untuk melaksanakan 

pidana. 

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori 

gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga 

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan 

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui 

batas pembalasan yang adil. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga 

aliran yang mempengaruh, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi 

sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan 

dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa 

pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari 

sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi rsebut 
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karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan 

kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum. 

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib 

masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi 

tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. 

3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan 

pertahanan tata tertib masyarakat.16  

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan absolut pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. 

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan 

pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti 

memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan 

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan 

kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Teori absolut 

memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan 

yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak 

pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata- mata karena orang telah 

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus 

 

16 Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya 

Paramita, Jakarta, 1986, hlm 27. 
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ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 

sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.17  

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif 

dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan  

terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 

yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana 

secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu 

untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan 

harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena 

itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 

keharusan.18  

b. Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara 

yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan 

 

17 Zainal Abidin. Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Elsam, Jakarta, 

2005, hlm.22 
18 Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.53 



15 

 

 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:19 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan 

apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

di pidana. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan 

hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak 

boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal 

hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus 

putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Ada 

beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, 

yaitu sebagai berikut:20  

1. Teori Keseimbangan 

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat 

 

19 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74. 
20 Ibid., hlm.76. 
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yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan 

Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan 

diskresi atau kewenangan dari hakim. Penjatuhan putusan, hakim 

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink 

atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 

kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. 

4. Teori Pendekatan 

Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal 

yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara 

yang di hadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 
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disengketakan. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab 

untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi 

terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

c. Teori Penjatuhan Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di 

Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman 

pemidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara 

memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang 

dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman 

di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya 

pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh 

Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam 

praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat 

ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang 

hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. 

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada 

umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja 
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yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak 

terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana 

pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 

penghukuman.21  

d. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan 

dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas 

kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya 

pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum 

pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentuyang 

dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat. Seseorang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai 

pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur 

tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula 

kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur 

pertannggung jawaban pidana meliputi kecakapan  untuk bertanggung 

jawab dan Kesalahan, baik itu dolus atau culpa.22  

 

21 Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa 

Media, Bandung, 2004, hlm. 3. 
22 Chairil Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63. 
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Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan 

untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan 

menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan 

stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di 

masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek 

jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan.Bagi terpidana yang di 

masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapn dapat memberikan 

kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian yuridis-normatif 

pengertian dari penelitian ini sebagai berikut ialah suatu penelitan hukum 

normatif dengan menganalisis bahan yang diperoleh dari Putusan Hakim No. 

3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim No. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme 

yaitu nantinya akan dikaji dengan salah satu pendekatan yang dilakukan 

dengan menggunakan bahan baku paling utama serta dengan bahan buku itu di 

telaah yang mana menggunakan sifat teoritis yang terdapat didalamnya asas- 

asas hukum, ada pula konsepsi hukum, serta bagaimana pandangan hukum 
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yang dibuat, terakhir itu pendapat para ahli yang dikemukakan.23  

Jenis penelitian ini yaitu Hukum Normatif merupakan penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.24 

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian 

hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.25  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan terdiri dari : 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approacch) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan 

dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.26  

b. Pendekatan Studi kasus (case study approach) yaitu, pendekatan 

tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk 

meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komperhensif berbagai 

aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa 

secara sistematis.27  

 

23 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif.  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 

24 
24 Ibid., hlm. 13. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35. 
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, 

hlm. 51. 
27 Ibid., hlm. 95. 
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3. Bahan Penelitian 

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari 

data berupa: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.28  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.29 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana.30 

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.31 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. 32 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 33 

 

28 Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
29 Indonesia., Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946,  LN No. 127 

Tahun 1958, TLN No. 1660. 
30 Indonesia., Undang-Undang Hukum Acara Pidana,UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 

1981, TLN No. 3209. 
31 Indonesia., Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 

Nomor 157, TLN Nomor 5076. 
32 Indonesia., Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN 

Tahun 2006 Nomor 64, TLN Nomor 4635. 
33 Indonesia., Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun Nomor 23 Tahun 2002, 

LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235. 
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7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 34 

8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 

PN Blangpidie No. 3/Pid.sus/2021/PN.Bpd. 

9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 

Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme 

10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 

PT Banda Aceh No. 08/PID/2021/PT BNA. 

11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 

Mahkamah Agung No. 3021/Pid.sus/2021. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari 

studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, website, 

kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

34 Indonesia., Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi 

kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku 

literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Hakim Nomor. 

3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd terdiri dari putusan banding yaitu Putusan Hakim 

Nomor 108/PID/2021/PT BNA, Putusan Hakim Nomor 

16/Pid.Sus/2020/PNMme dan tingkat kasasi Putusan Nomor 3021 

K/Pid.Sus/2021 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara 

mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan 

menuru tkualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang 

selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan 

teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan 

yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil 

analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif yaitu cara menggambarkan 

keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang 

bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan 
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untuk menjawab permasalahan.35  

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara Deduktif. 

Penelitian deduktif adalah bentuk penelitian yang dimulai dengan sebuah teori 

atau hipotesis dan berusaha menguji validitasnya melalui pengumpulan dan 

analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data dan penarikan 

kesimpulan secara deduktif dikarenakan penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yang memerlukan pengujian hipotesis yang spesifik, hasil 

penelitian harus dapat direplikasidan diandalkan, dan hasil penelitian harus 

dapat menjadi dasar bagi praktik-praktik berbasis bukti. 

Penulis membuat sistematika penulisan yang disusun perbab, hal ini 

bertujuan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah. Dalam skripsi ini 

terdapat empat bab, yang setiap sub babnya memiliki penjelasannya masing- 

masing. Pada bagian pertama ini membahas mengenai pendahuluan yang 

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, landasan teori, serta metode penelitian. 

 

35 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 52. 
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